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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : '®9 /KPT/OT.01.1/SK/X/2017
TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi
Palangka Raya;

. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal
9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi
Palangka Raya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi
Palangka Raya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

e R e

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

. hasil rapat konsolidasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun Anggaran 2017
tanggal 15 September 2017.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi
Palangka Raya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan,
Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

: Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk

lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi
Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat
dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan,

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di :
_ Padatanggal : £ oftober 2017

4,
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‘\\\)%"EAREF SUPRATMAN S.H., M.H.

Yth. Ketua Mahkamah Agung R1 di Jakarta;

Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;

Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Rl di Jakarta;

Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R1 di Jakarta;

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Yth. Kepala Badan Peneawasan Mahkamah Aecung RI di Jakarta:
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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 124/KPT/OT.01.2/SK/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

N

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan keseragaman Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tingkat Banding, maka perlu dilakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

bahwa untuk terlaksananya poin (a) maka dipandang perlu membentuk
tim reviu Indikator Kinerja Utama;

bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor:
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4616),



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

. Hasil konsolidasi SAKIP Tahun Anggaran 2017 pada Pengadilan Tinggi

Palangka Raya bersama tim Mahkamah Agung RI pada tanggal
15 September 2017.

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017

© Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini

menjadi tim reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka
Raya Tahun 2017.

: Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas mereviu

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017,
dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



KEEMPAT - Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya~
Pada tanggal @ 26 September 2017
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Yth.
Yth,
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

Ketua Mahkamah Agung R1 di Jakarta;

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;

Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Rl di Jakarta:

Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R1 di Jakarta;
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Rl di Jakarta.



DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR  :'24 /KPT/OT.01.2/SK/IX/2017
TANGGAL : 2¢ SEPTEMBER 2017

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017

Pelindung - Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
H. Arif Supratman, S.H., M.H.

Ketua Tim . Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
H. Mohammad Idroes, S.H., M.Hum.

Tim Perumus

—
2

!

13.

Tim Penyusun

— S0 XN R W~

Bambang Kustopo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)

Sucipto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)

Drs. Philip, S.H. (Panitera)

Abdul Khamid, S.H., M.H. (Sekretaris)

Hj. Aida Harum M., S.H.,M.H. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)

H. Suyahyo, S.H., M.H. (Wakil Panitera)

Faisal Sru Bramantyo, S.E. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian)
Masni, S.H. (Panitera Muda Perdata)

John Morton Abdurrahman, S H. (Panitera Muda Khusus Tipikor)

Harly M. Simanjuntak, S.H. (Panitera Muda Hukum)

[ Wayan Wasta, S.H. (Panitera Muda Pidana)

Isti Yani, S.S1. (Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)
Fitriya Nor Aini, S.E. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI)

Monalisa A. Toewak, S.E. (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan)
Wahyu Teguh, S.E., SH. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga)

Mersia Sibarani, S.E. (Pelaksana pada Kepaniteraan Hukum)

Apridius, S.E. (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)
Yudi Yusliannoor, S.H. (Pelaksana pada Kepaniteraan Perdata)

Samsul Rizal, S.H. (Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan)

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal September 2016
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